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4 Kerjasama Pemerintah vavava V44
dengan Badan Usaha (KPBU) '
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Peraturan Presiden No0.38 Tahun 2015

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentin-
gan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Ment-
eri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang
sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pem-
bagian risiko diantara para pihak. Kesepakatan kemitraan mengandung setidaknya ketentuan men-
genai, antara lain, (a) Hak dan kewajiban pihak-pihak yang termasuk alokasi risiko, dan (b) Kon-
sekuensi dalam hal pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian.

@ Mengapa harus KPBU ?
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\@ Manfaat KPBU

Skema KPBU memungkinkan

Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan
pelibatan swasta dalam menen-

memberi tanggung jawab kepada pihak swasta

Keterbatasan anggaran tukan proyek yang layak untuk untuk melakukan pemeliharaan secara optimal B ERINTAH SWASTA
pemerintah untuk pembangu- dikembangkan. sehingga layanan publik dapat digunakan dalam - Aliran pendapatan dapat diandalkan
nan infrastruktur. waktu yang lebih lama. - Meminimalkan pengeluaran keuanganfl | - Risiko rendah

- Likuiditas yang lebih baik
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- Menciptakan pekerjaan

- Pengambilan bisnis dari sektor terkait

- Melibatkan keahlian swasta, pengalaman,
- Pelaksanaan yang cepat akses ke teknologi dan inovasi

- Efisiensi manajemen

MASYARAKAT

- Akses mudah ke layanan

- Akses melalui satu perusahaan

- Kenyamanan 24x7

- Fleksibilitas dalam metode akses

- Penghematan biaya tidak langsung
dan kesulitan

Skema KPBU dapat menjadi alternatif sumber Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan
per.1danjaan dan pembiayaan dalam BEDVES memberi tanggung jawab kepada pihak swasta
diaan infrastruktur atau layanan publik. untuk melakukan pengelolaan secara efisien.

Lingkup Infrastruktur Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perbedaan antara Proyek
Konvensional dan KPBU
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PEMERINTAH -3%- BADAN USAHA ffemmnd  LAYANA PUBLIK

PENYERAHAN SETELAH
PERJANJIAN SELESA!
PEMBENTUKAN ASET

Perjanjian kerjasama antara Jadwal, anggaran, dan
pemerintah dan badan usaha layanan yang sesuai turget

3. Infrastruktur Air Min

1. Infras
contoh
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Pendirian Aset Layanan Publik
‘ (Pemerintah) ’ '
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- Infrastruktur Lokal Pengelolaan
Air Limbah Terpusat
contoh : instalasi pengolahan air limbah

(Slstem Penyedlaan Ail

Semua atau bagian dari sumber daya Semua atau bagian dari sumber daya
adalah dari badan usaha 1 O adalah dari badan usaha frastruktur Lokal Pengelolaan
Air Limbah Setempat

1itoh : instalasi pengolahan air limbah

5. Infrastruktur Sistem

Kesinambungan atas perencanaan,
embangunan, operasi dan pemeliharaan,_..... PBU fokus pada layanan, bukan aset Pe 1] ge I o I aan Pe rsam p a h an
Pemeritah tidak perlu menyediakan C O n tOh | n S tCl I GS I
keseluruhan modal infrastruktur diawal
untuk memberikan layanan publik pe n g (0] I a h an sam p a h

6. Infrastruktur Kawasan
contoh : KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

ALUR KERJA KPBU SECARA UMUM

PIPK sebagai Pelaksana Proyek

Perumahan
contoh : Rusu

LKPP bertindak sebagai
transaction probity

frastruktur Energi Terbarukan

) : instalasi turbin/solar panel sebagai
ngkit listrik, sampah sebagai
angkit listrik
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